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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil 
pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 31 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan 
Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa LKPD tahun 2015-2017, sehingga 
93 observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa, usia pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kesejahteraan, belanja 
modal, dan hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 

Kata Kunci : Karakteristik Pemerintah Daerah, Audit BPK dan Kinerja Keuangan 

ABSTRACT 

This study aimed at determining the influence of local govermnent characteristis and the results of BPK 
audit examininations on the performance of local govermnent in the regencies/cities of South Sumatera 
and Lampung Province. The type of this study was an associative researceh. The population in this study 
was 31 regencies/cities in the Provinces of South Sumatera and Lampung. The data used was secondary 
data in the from of LKPD in 2015-2017, so that 93 observations. The data collection method used in 
this study was documentation. The data analysis technique used was quantitative and qualitative. Data 
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analysis technique used was multiple linear regression. The results showed that, the age of local 
government and the level of dependence on the central governments affected the financial performance 
of local governments, while prosperity, capital expenditure, and the results of BPK audit examinations 
did not affect the financial performance of local governments. 

Keywords: Characteristics Of Local Government, BPK Audit and Financial Performance. 
 
 
PENDAHULUAN 

Pemerintahan daerah harus 
melaksanakan semaksimal mungkin 
pelaksanaan dalam pemerintahannya agar 
dapat tercapai tata kelolah pemerintahaan 
yang baik. Salah satunya cara untuk 
mencapai hal tersebut adalah dengan 
melakukan pelaporan keuangan yang 
trasparan dan terjamin akuntabilitasnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang 
Pemerintah Daerah,  setiap pemerintah 
daeraah wajib membuat laporan 
pertanggungjawaban APBN yang berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  

Pemeriksaan kinerja keuangan 
pemerintah daerah  adalah  pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara atau daerah 
yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi 
dan efisiensi serta pemeriksaan aspek 
efektivitas. (Kuntadi, 2019). Kinerja 
pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan 
laba yang diperoleh, karena organisasi 
pemerintah bukan entitas bisnis yang 
mencari laba. Laba bukan merupakan 
ukuran kinerja yang relevan bagi unit 
pemerintah, oleh karna itu diperlukan alat 
ukur kinerja. (Mardiasmo, 2018). 
Pemeriksaan atas kinerja keuangan 
pemerintah bertujuan untuk memberikan 
pernyataan pendapat atau opini tentang 
tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah, dan untuk menilai 
tingkat efektivitas dari kinerja keuangan 
pemerintah daerah tersebut Secara umum, 
nilai efektivitas dapat dikategorikan yaitu: > 
100% sangat efektif, 100% efektif, 90%-

99% cukup efektif, 75%-89% kurang efektif, 
dan < 75% tidak efektif. (Mahmudi,2019). 

Beberapa faktor yang digunakan untuk 
mengukur kinerja keuangan pemerintah 
adalah karakteristik pemerintah daerah. 
Karakteristik pemerintah daerah merupakan 
identitas dan ciri-ciri khusus yang dimiliki 
setiap daerah yang dapat membedakannya 
dengan daerah lain.(Ghufron dan Bandi 
2015).Karakteristik pemerintah daerah 
berhubungan dengan kualitas informasi 
yang dihasilkan oleh setiap pemerintah 
daerah. Setiap organisasi mempunyai  
karakteristik  yang menjadi ciri khas untuk 
menguatkan keberadaan organiasi tersebut 
seperti: umur daerah, tingkat ketergantungan 
pada pemerintah pusat, kemakmuran, dan 
belanja modal. (Dedi, 2010).  

Umur daerah adalah tahun dibentuknya 
suatu pemerintah daerah berdasarkan 
undang-undang pembentukan pemerintah 
daerah tersebut. (Ghufron dan Bandi, 2016). 
Menurut penelitian yang ilakukan oleh 
(Dekeng dan Luki,2019), (Mutiara, dkk 
2017), dan (Galuh ,2019)  umur pemerintah 
yang sudah lama akan mempunyai keahlian 
dan pengalaman dalam penyajian laporan 
keuangan, mempunyai pengalaman dalam 
hal pemeriksaan auditor sehingga dapat 
mengantisipasi adanya temuan audit dan 
umur  pemerintah yang sudah lama harusnya 
sadar akan peraturan dan tuntutan 
masyarakat. 

Tingkat ketergantungan pada 
pemerintah pusat adalah pemerintah daerah 
masih mempunyai ketergantungan pada 
pemerintah pusat salah satunya berupa Dana 
Alokaasi Umum (DAU). Dana  alokasi 
umum merupakan dana yang digunakan 
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untuk kegiatan operasional pemerintah 
berkaitan dengan pendapatan, belanja, aset 
lancar, dan kewajiban jangka pendek. 
(Abdul dan Syam, 2012). Menurut penelitian 
(Rizki,dkk 2019), (Nandhya dan Lulus 
2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat yang 
dapat dilihat dengan DAU dalam  total 
realisasi pendapatan daerah tersebut. 
Menurut penelitian (Anns,2015) dan 
(Samul, dkk, 2016) yang berpendapat bahwa 
tingkat ketergantungan yang tinggi dapat 
meningkatkan tingkat pelaporan laporan 
keuangan. 

Kemakmuran merupakan kekayaan 
yang dimiliki oleh daerah tersebut yang 
dapat diukur dari pendapataan asli daerah 
(PAD) yang didapat dari pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil kekayaan yang 
dipisahkan, laba dari badan usaha milik 
negara (BUMN), dan hasil pendapatan 
daerah lainnya yang sah. (Marja dan Horas, 
2017). 

Belanja modal merupakan belanja yang 
digunakan dalam rangka menambah aset 
tetap dan aset lainnya yang memberikan 
manfaat lebih dari 1 (satu) periode serta 
melebihi batasan minimal kapitalis aset yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana 
aset tetap tersebut dipergunakan untuk 
operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan 
kerja atau untuk dimanfaatkan oleh 
masyarakat. (Marja dan Horas, 2017). 
Menurut penelitian (Lis dan Ida: 2018) 
belanja modal adalah pengeluaran untuk 
pembayaran perolehan aset atau menambah 
nilai aset tetap atau nilai aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi yang melebihi batas minimal 
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang 
ditetapkan pemerintah.  

Selain karakteristik pemerintah daerah, 
hasil pemeriksaan audit BPK dalam 
mengukur keterkaitan dengan kinerja 
keuangan juga diperlukan untuk 
menghindari berbagai macam tindakan 

kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan 
pemerintah. Auditor pengendalian intern 
berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan (Agung M dan Winarningsih S, 
2016). Setiap pemeriksaan yang dilakukan 
oleh audit BPK disusun dan disajikan dalam 
laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang harus 
dilaporkan segera setelah kegiatan 
pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan 
akan menemukan opini yaitu: wajar tanpa 
pengecualin(WTP), wajar dengan 
pengecualin (WDP), wajar tanpa 
pengecualian dengan paragraf penjelasan 
(WTP-DDP), tidak wajar (TW), dan tidak 
memberikan pendapat (TMP). Pemeriksaan 
kinerja akan menghasilkan temuan.  
Selanjutnya temuan audit dapat memoderasi 
pengaruh kekayaan pemerintah daerah 
terhadap pengungkapan laporan keuangan 
dan temuan audit tidak memoderasi ukuran 
pemerintah dalam pengungkapan laporan 
keuangan (Agustingsih SW dkk, 2017). 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Agency Theory  
Jensen dan Meckling (1976) 
menggambarkan adanya hubungan kerja 
antara pemilik dan managemen. Teori ini 
didasarkan dari teori ekonomi, dari sudut 
pandang teori agensi principal  membawahi 
agen untuk melaksanakan kinerja yang 
efisien dan efektif. (Arfan, 2017). 
 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

Merupakan sebuah istilah yang 
mempunyai banyak arti.  Kinerja bisa 
berfokus pada input. Misalnya uang, staf 
atau karyawan, wewenang yang legal, 
dukungan politis atau birokrasi. Kinerja juga 
bisa berfokus pada aktivitas atau proses 
yang mengubah input menjadi output dan 
kemudian menjadi outcome, misalnya: 
kesesuaian program atau aktivitas dengan 
hukum, peraturan, dan pedoman yang 
berlaku, atau standar proses yang telah 
ditetapkan. (Ihyaul, 2012). Dalam menilai 
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kinerja keuangan pemerintah daerah dimulai 
dari mengumpulkan informasi yang 
berhubungan dengan lingkungan, informasi 
tersebut adalah: populasi, tingkat tenaga 
kerja, tingkat pendidikan, umur daerah dan 
lain-lain(Dinapoli TP, 2016) 
 
Karakteristik Pemerintah Daerah  

adalah ciri-ciri khusus, mempunyai sifat 
khas (kekhususan) sesuai dengan 
perwatakan tertentu yang membedakan 
sesuatu dengan yang lainnya. (Aditya,2011). 
Selanjutnya, setiap organisasi mempunyai 
karakteristik, yang menjadi ciri khas untuk 
menguatkan keberadaan organiasi tersebut 
agar dapat dibedakan dari daerah lainnya. 
(Dedi Ismatullah, 2010). 
 
Hasil Pemeriksaan Audit  
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan 
suatu pemeriksaan yang dilakukan secara 
kritis dan sistematis oleh pihak yang 
independensi terhadap laporan keuangan 
yang telah disusun oleh manajemen, beserta 
pencatan pembukuan dan bukti-bukti 
pendukungnya. (Kris, 2019). 
 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 
Pengembangan Hipotesis 
Pengaruh umur pemerintah daerah 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah 

Umur daerah dapat diartikan sebagai 
seberapa lama organisasi tersebut 
berlangsung semenjak tahun pendiriannya. 
Berdasarkan penelitian Ghufron (2015), 
Mutiara, dkk (2017) umur pemerintah 
daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 
penyampaian laporan keungan pemerintah 
daerah. Berdasarkan hasil penelitian 
Mutiara, dkk (2017), maka umur daerah 
dianggap mampu mempengaruhi kinerja 
keuangan pemerintah daerah karena 
semakin lama umur pemerintah daerah 
menunjukan bahwa pemerintah daerah 
tersebut mempunyai struktur organisasi  dan 
penyelenggaraan pemerintah yang semakin 
matang, dan  sadar akan peraturan dan 
tuntutan masyarakat, sehingga  mampu 
melakukan pengungkapan informasi 
keuangan dan nonkeuangan kepada publik 
yang semakin besar.Semakin lama umur 
pemerintah daerah, maka semakin baik 
kinerjanya (Amyulianty R, dkk, 2016) 
H₂a : Umur pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
 

Pengaruh tingkat ketergantungan pada 
pemerintah pusat 

Pemerintah daerah masih mempunyai 
ketergantungan pada pemerintah pusat salah 
satunya berupa dana alokasi umum (DAU). 
(Restu dan Anni 2016). Lalu hal tersebut di 
pertegas oleh penelitian (Samuel Christian 
2016), yang menyatakan bahwa, pemerintah 
daerah diharapkan dapat mengelola potensi-
potensi yang ada pada daerahnya agar 
mengurangi tingkat ketergantungan 
terhadap pemerintah pusat.  Berdasarkan 
penjelasan dari penelitian terdahulu tersebut, 
maka tingkat ketergantungan pada 
pemerintah pusat diangap mampu 
mempengaruhi kinerja keuangan 
pemerintah daerah, karena dilihat dari 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat 
melalui dana alokasi umum. tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat 
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memiliki efek negatif pada kinerja 
pemerintah daerah (Dewata E, et al, 2018). 
Pemerintah daerah yang wilayahnya sempit 
(kecil), sulit untuk mengumpulkan 
pendapatan dan mengurangi pengeluaran, 
sehingga memiliki kondisi keuangan yang 
rendah dan ketergantungan kepada 
pemerintah pusat yang tinggi.(Gomesm RC, 
2013) 
H₂b : Tingkat ketergantungan pada 

pemerintah pusat berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 

 
Pengaruh kemakmuran terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah 

Kemakmuran daerah dapat diukur 
dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan 
pendapatan perkapita penuduk suatu daerah. 
Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu 
menggali sumber-sumber keuangan yang 
terdapt di daerah khususnya untuk 
memenuhi kebutuhan pembiayaan 
pemerintah dan pembangunan di daerahnya. 
Restu dan Anni (2016) .Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Veriza Nanda (2017) 
menunjukan bahwa tingaka kekayaan daerah 
atau kemakmuran daerah memiliki pengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah. 
H₂c : Kemakmuran berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 

 
Pengaruh belanja modal terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah 

Belanja modal digunakan dalam rangka 
menambah aset tetap dan aset lainnya yang 
memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) 
periode serta melebihi batasan minimal 
kapitalis aset yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah, dimana aset tetap 
tersebut dipergunakan untuk operasional 
kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau 
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. (Marja 
dan Horas, 2017).  

Belanja modal, tidak berpengaruh pada 
kinerja pemerintah daerah (Dewata E, et al, 
2018). Pendapatan daerah, dana alokasi 
umum, dana alokasi khusus dan dana bagi 
hasil berpengaruh terhadap belanja modal  
dan kinerja keuangan meningkat.( Kuntari 
Y, et al. 2019) 

 
 

H₂d : Belanja modal tidak berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah 
daerah. 

Pengaruh Penemuan SPI BPK terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah 
 

 
Hasil pemeriksaan audit BPK 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah karna dari hasil 
pemeriksaan BPK  tersebut memberikan 
pernyataan pendapat atau opini tentang 
tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan kinerja keuangan pemerintah 
pusat/daerah. (Cris, 2019: 47). Pemerintah 
daerah yang paling efisiensinya rendah tahap 
audit, selain itu penjabat yang ingin 
memperpanjang masa jabatan memiliki 
kinerja rendah (Chen T.Y, et al. 2012).  

Salah satu sistem yang dapat digunakan 
dalam pemeriksaan kinerja keuangan oleh 
BPK adalah sistem pengendalian internal 
yang merupakan suatu sistem yang 
ditetapkan oleh pemimpin disuatu instansi 
pemerintah ditunjukan untuk mencapai 
tujuan yang saling berkaitan antara 
pelaporan keuangan, keputusan, dan operasi. 
opini audit memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja Kabupaten dan 
Kota(Dewata E, et al, 2018), Hasil 
pemeriksaan audit dan temuan audit tidak 
mempengaruhi kinerja keuangan (Gamayuni 
RR, 2016) 
H₂e : Penemuan SPI berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan  daerah. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian asosiatif 
untuk mengetahui pengaruh karakteristik 
pemerintah daerah dan hasil temuan audit 
BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Penelitian ini dilakukan diseluruh 
kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi 
Sumatera Selatan dan kabupaten/kota 
Provinsi Lampung.  

Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Sumber 
data untuk umur pemerintah daerah 
kabupaten/kota didapat melaluli 
http://www.okda.kemandagri.go.id. Data 
realisasi anggaran (LRA) untuk 
mendapatkan data PAD, DAU, dan belanja 
modal http://www.djpk.kemenku.gi.id. 
Diiata untuk hasil temuan audit BPK didapat 
dari http://www.bpk.go.id.  Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode dokumentasi. 
Data yang diambil yaitu laporan keuangan 
kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan 
dan Lampung melalui websaite resmi 
http://www.djpk.kemenku.go.id. 

Populasi dan sampel, berdasarkan data 
lengkap laporan keuangan pemerintah 
kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan 
dan provinsi Lampung yang terdiri dari 32 
kabupaten/kota, terdapat 1 (satu) data 
laporan keuagan kabupaten/kota yang tidak 
lengkap yaitu kabupaten/kota mesuji. 
Sehingga sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 31 kabupaten/kota 
diantaranya 17 kabupaten dan kota Provinsi 
Sumatera Selatan dan 14 kabupaten dan kota 
di Provinsi Lampung, dengan tahun 
observasi 3 tahun, sehingga jumlah 93 
observasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. 
Statistik Deskriptif 
 

 
Sumber: Data yang telah dikelola, 2020 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah 
sampel sebanyak 92 amatan, nilai tengah 
variable X1 sebesar 27,7935 dengan standar 
dwviasi sebesar 21,95327, ini menunjukkan 
bahwa variable memiliki nilai minimum 2,0 dan 
nilai maximum 58, begitu juga variable Y 
memiliki nilai terendah 26,00 dan maximum 
121, sehingga memiliki nilai tengah sebesar 
84,0978, ini menunjukkan bahwa sebaran data 
untuk kinerja keuangan pemerintah daerah 
cukup bervariatif dan terdapat selisih yang besar 
antara nilai yang terendah dan tertinggi.  

Uji Normalitas, berdasarkan gambar 
grafik normal P-P plot terlihat titik-titik 
menyebar disekitaran garis diagonal dan 
penyebarannya mengikuti arah diagonal, 
dengan demikian menunjukan bahwa dat-
data pada variabel penelitian berdistribusi 
normal dan layak dipakai karena memenuhi 
asumsi normalitas. Uji normalitas, dilihat 
dari nilai tolerance untuk variabel umur 
pemerintah daerah, tingkat kete rgantungan, 
kemakmuran, belanja modal, dan hasil 
pemeriksaan audit BPK lebih besar dari 0,1 
dan nilai VIF untuk variabel umur 
pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, 
kemakmuran, belanja modal, dan hasil 
pemeriksaan audit BPK lebih kecil dari 10, 
maka dapat disimpulkan tidak terjadi 
persoalan multikoliniertas anatar variabel 
bebas dalam penelitian ini. 
 
Tabel 2.  
Uji Autokorelasi (Durbin Watson) 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020 

Mengacu tabel 3 diketahui nilai DW 
yaitu 1.388 selanjutnya nilai ini akan 
dibandingkan dengan nilai tabel Durbin 
Watson dimana jumlah sampel N= 31 dan 



P a g e  | 56 

Accountia Journal  
(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal) 
Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50- 

ISSN 2620-5335  (Online), ISSN 2622-8270 (Print) 

Journal homepage: http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia 

 

 

 
 

jumlah variabel K= 5 maka diperoleh DU 
1.8252 dan DL 1.0904 maka ditarik 
kesimpulan DW > DL dapat disimpulkan 
tidak terjadi autokorelasi. 
 
Tabel 3. 
Koefisien Uji Linier Berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil uji linier berganda diperoleh 
persamaan berganda sebagai berikut: 
Y =65.212 + 0.270 + 17.648 +16.513 
+17.333 - 0.214 + e 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. 
Hasil Uji Regresi linier berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 
2020 

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian 
hipotesis secara simultan dikatahui �������  

untuk variabel independen sebesar 2.450 
sedangkan ������  dengan   � = 0,05 (5%) 
serta df= n-k-1, jadi taraf nyata df= 31-5-1= 
25 sehingga ������  sebesar 2.600. nilai 

�������  sebesar 2.450<������  2.600, maka 

hipotesis H01 diterima, dapat disimpulkan 
bahwa umur pemerintah daerah, tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat, 
kemakmuran, belanja modal, dan penemuan 
kelemahan SPI berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
Tabel 5.  
Uji Regresi Linier Berganda (Uji t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020 

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 
diketahui nilai �������  untuk variabel umur 

pemerintah daerah (X₁)  sebesar 2.305, 
sedangkan nilai ������ dengan taraf nyata (�) 
sebesar 0.05 (5%) serta db = n-2 = 29 adalah 
sebesar 1.69913 jadi dapat disimpulkan 
bahwa H₀ ditolak dan Ha diterima , karena 
nilai �������(2.305) >������ (1.69913).  

�������untuk tingkat ketergantungan pada 

pemerintah pusat 2.165 dengan signifikasi 
0,033, Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 
diketahui nilai �������  untuk variabel tingkat 

tergantungan pada pemerintah pusat (X2)  
sebesar 2.165, sedangkan nilai ������ dengan 
taraf nyata (�) sebesar 0.05 (5%) serta db = 
n-2 = 29 adalah 1.69913 jadi dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak Ha diterima, 
karna niali �������(2.165) >������ (1.69913). 

hasil uji hipotesis individual (X2) 

menunjukan bahwa variabel tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat 
signifikasi  merpengaruh kinerja keuangan 
pemerintah daerah (Y).�������  untuk 

kemakmuran 1.312 dengan signifikasi 
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0,193, �������  untuk belanja modal 1.345 

dengan signifikasi 0.182, �������  untuk 

kelemahan SPI -0.19 dengan signifikasi 
0.857, dan �������untuk opini audit BPK 

1.309 dengan signifikasi 0.726 
Umur pemerintahan daerah yang lama, 

tingkat ketergantungan pada pemerintah 
pusat, kemakmuran, belanja modal, dan 
hasil pemeriksaan audit BPKberpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian sebelumya yang dilakukan oleh 
Samuel, dkk (2016), Nih Made Surya dan 
Eka (2016),Muchamad Gufron (2013), 
Lestari,dkk (2019), Kowi dan Jatmiko 
(2017) yang menyimpulkan bahwa jika 
umur pemerintah daerah sudah lama berdiri, 
tingkat ketergantungan pada pemerintah 
pusat tinggi, kemakmuran atau tingkat 
pendapatan PAD tinggi, belanja modal 
untuk infrastruktur dan penyediaan fasilitas 
publik dan hasil pemeriksaan audit BPK 
yang diproksikan dengan temuan kelemahan 
SPI kecil, maka kinerja keuangan 
pemerintah daerah akan efektif bahkan 
sangat efektif.    

Umur pemerintahan daerah yang sudah 
lama berdiri, maka kinerja keuangan 
pemerintah daerahnya akan lebih efektif 
karena pemerintah yang sudah lama berdiri 
akan memiliki pengalaman dan kemampuan 
yang lebih baik dalam menyajikan laporan 
keuangannya secara wajar sesuai dengan 
SAP, memiliki kredibilitas, reputasi dan 
kinerja yang baik serta dapat meminimalisir 
faktor keterlambatan pelaporan. Penelitian 
ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Samuel, dkk (2016), 
Mutiara, dkk (2017) yang menyimpulkan 
bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah.Penelitian ini juga 
didukung oleh penelitian yang dilakukan 
oleh dekeng dan luki (2019) dan Galuh 
(2019) yang menyimpulkan bahwa umur 

pemerintah yang sudah lama akan 
mempunyai keahlian dan pengalaman dalam 
penyajian laporan keuangan, mempunyai 
pengalaman dalam hal pemeriksaan auditor 
sehingga dapat mengantisipasi adanya 
temuan audit dan umur  pemerintah yang 
sudah lama harusnya sadar akan peraturan 
dan tuntutan masyarakat. 

Semakin tinggi tingkat ketergantungan 
pada pemerintah pusat akan cenderung 
membuat pemerintah daerah lebih menaati 
peraturan yang berlaku,  karna dengan 
tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
kepada pemerintah pusat yang semakin 
besar membuat pemerintah daerah lebih 
berhati-hati dalam melaksanakan 
penatausahaan keuangan. Sehingga LKPD 
tersaji sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undang yang berlaku. Penelitian 
ini sejalan dengan penelitian Annas (2015), 
Samuel, dkk (2016) yang menyimpulkan 
tingkat ketergantungan yang tinggi dapat 
meningkatkan pengungkapan laporan 
keuangan, hal ini menandakan bahwa 
pemerintah daerah memiliki tanggung jawab 
besar untuk melaksanakan tugas dan 
fugsinya dalam pengelolaan laporan 
keuangan yang diamanakan oleh 
pemerintahan pusat. Penelitian ini juga 
didukung oleh penelitian yang dilakukan 
olehRizki, dkk (2019), Nandhya dan Lulus 
(2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat yang 
dapat dilihat dengan DAU dalam total 
realisasi pendapatan daerah sesuai dengan 
hipotesis yaitu berpengaruh positif. 

Kemakmuran tidak  berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Suryanigsih dan Eka (2016),  Putu dan Adi 
(2016), Rizki,dkk (2019) yang 
meyimpulkan bahwa kemakmuran yang 
dapat diukur dengan PAD tidak berpengaruh 
pada kinerja keuangan pemerintah daerah, 
hal ini dikarenakan mengingat setiap 
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kabupaten/kota masih menerima dana 
trasfer dari pemerintah pusat salah satunya 
berupa dana alokasi umum (DAU). Namun 
penelitiaan ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Putu Resti 
dan Adi (2016), Nadya, dkk (2019), dan 
Samuel, dkk (2016) yang menyatakan 
bahwa kemakmuran berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 

Belanja modal tidak  berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Hal ini menunjukan bahwa 
pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah 
daerah lebih banyak digunakan untuk 
belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja 
modal dan infrastruktur yang dapat 
meningkatkan  kinerja keuangan dan 
pelayanan kepada masyarakat.Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Suryaningsih dan Eka 
(2016), namun penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Samuel, dkk (2016) yang menyimpulkan 
bahwa belanja modal  secara empiris 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, hal ini karena anggaran 
belanja modal direalisasikan untuk 
penyediaan fasilitas publik dan 
pembangunan infrastuktur. 

Temuan kelemahan SPI tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Hasil pengujian dalam 
penelitian ini menunjukan bahwa kelmahan 
SPI secara parisal tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Hasil pemeriksaan audit BPK 
memiliki koefisien regresi negatif sebesar -
0.496 dengan nilai signifikasi 0.621, maka 
semakin banyaknya temuan audit BPK 
menggambarkan semakin buruknya kinerja 
keuangan suatu daerah. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Putu dan Adi (2016),Gusti 
Made Ary (2018), dan Gamayuni (2016) 
yang menyimpulkan bahwa temuan 

kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Opini audit BPK tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Hasil pengujian dalam penelitian ini 
menunjukan bahwa opini audit BPK secara 
parisal tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah.  Hasil 
pemeriksaan audit BPK memiliki koefisien 
regresi negatif sebesar 1.309 dengan nilai 
signifikasi 0.194, maka semakin baik opini  
audit BPK menggambarkan semakin baik 
kinerja keuangan suatu daerah. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Putu dan Adi (2016), Gusti 
Made Ary (2018), Ni Made Suryanigsih dan 
Eka (2016), dan penelitian Gamayuni (2016) 
yang menyimpulkan bahwa opiniI tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 
KESIMPULAN  

Variabel umur pemerintah daerah, 
tingkat ketergantungan pada pemerintah 
pusat, kemakmuran, belanja modal, dan 
hasil pemeriksaan audit BPK secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 
dan Lampung. Selanjutnya secara parsial 
variabel umur pemerintah daerah, tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah di Kabupaten/Kota 
Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, 
disisi lain variabel kemakmuran, belanja 
modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK 
tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan  pemerintah daerah di 
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 
dan Lampung. 
 
Rekomendasi 
1. Untuk meningkatkan kinerja 

keuangan,harus dimulai dari 
pertumbuhan dan pembelajaran di 
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daerah, kemudian proses bisnis intern 
diperbaiki, sehingga akan memberikan 
kepuasan terhadap masyarakat  

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan 
dapat menambah dan mengembangkan 
lagi variabel lain, khususnya terkait 
dengan hasil pemeriksaan audit BPK. 
Selanjutnya penambahan sampel 
penelitian dapat dilakukan agar diperoleh 
hasil penelitian yang lebih merefleksikan 
realitas.  
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